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LATAR BELAKANG

Latar belakang Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan 

presidenssil. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu 

kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena 

sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. 

Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi 

statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka 

hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk 

memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan 

masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi 

pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga 

menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat 

bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini 

hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh



PENGERTIAN SISTEM

Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya Gubernaculum. Pemerintah 

adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk( 

penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah 

wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka

Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah 

hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan adalah semua mencakup 

aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan 

negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara 

yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti 

sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga 

untuk mencapai tujuan negara



PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN 

sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. 

Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi: 1. Presidensial 2. 

Parlementer 3. Semipresidensial 4. Komunis 5. Demokrasi liberal 6. liberal Sistem pemerintahan 

mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa 

negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap 

memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang 

kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis Secara luas berarti sistem pemerintahan itu 

menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga 

fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga 

menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut 

turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut



PENGERTIAN DEMOKRASI

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein 

yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang 

lebih kita kenai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Berikut ini 

Pengertian Demokrasi Menurut para Ahli: Abraham Lincoln berpendapatDemokrasi adalah 

pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Kranemburg berpendapat Demokrasi berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat) dan cratein (memerintah). Jadi, demokrasi adalah cara 

memerintah dari rakyat. Koentjoro Poerbopranoto berpendapat Demokrasi adalah negara 

yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat 

diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Harris Soche berpendapat Demokrasi adalah 

pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Henry B. Mayo 

berpendapat Sistem politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan 

atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan 

didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.



SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Pemerintahan Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata 

system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau 

cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam 

Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti: a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh 

melakukan sesuatau b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara. c. 

Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah Maka dalam arti yang luas, 

pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, 

pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam 

rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh 

yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam 

mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-

undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk 

undang-undang Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-

undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Jadi, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga 

negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan



TUJUAN SISTEM PEMERINTAHAN

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau 

tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. 

Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia 

bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari 

pemerintahan di negara Indonesia



BENTUK PEMERINTAHAN

1. Aristokrasi Berasal dari bahasa Yunani kuno aristo yang berarti “terbaik” dan kratia yang berarti 

“untuk memimpin”

2. Demokrasi Yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya 

mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah 

negara tersebut

3. 3. Demokrasi totaliter Yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel, J.L. Talmon 

untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah 

mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya, meskipun memiliki hak untuk 

memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan pemerintah

4. Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat) adalah sebuah wilayah yang diperintah seorang emir, 

meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari 

sebuah negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah

5. Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini merujuk pada pemerintahan 

pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional



6. Meritokrasi Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk sistem 

politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan

7. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian 

sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara.

8. Negara Kota adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah, memiliki rakyat,dan 

pemerintahan berdaulat penuh.

9. Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan 

politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan 

menurut kekayaan, keluarga, atau militer.

11. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yamg mendasarkan suatu kekuasaan atas 

dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos yang berarti 

kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan

11. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yamg mendasarkan suatu kekuasaan atas 

dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos yang berarti 

kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan



KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN

sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan 

eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai 

pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem 

pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung 

badan legislatif.

Sistem pemerintahan Presidensial Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan 

legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara 

langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah



SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945

Sistem pemerintahan negara RI menurut UUD 1945 Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 

sebelum diamandemen: 1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. 2. DPR sebagai 

pembuat UU. 3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. 4. DPA sebagai pemberi saran 

kepada pemerintahan. 5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan 6. BPK pengaudit 

keuangan.

Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002) 1. MPR bukan lembaga tertinggi lagi. 

2. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. 3. 

Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 4. Presiden tidak dapat membubarkan 

DPR. 5. Kekuasaan Legislatif lebih dominan. Perbandingan satu sistem pemerintahan yang dianut 

satu negara terhadap negara lain Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem 

Presidensial. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi 

dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan 

Parlementer.



KESIMPULAN

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan 

berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan 

negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, 

yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur 

lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara 

secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem 

pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan 

eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengwasan 

langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan 

legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan 

negara republik, lebagalembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, 

sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang berbeda.



TERIMA KASIH




